KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelengaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Komisi Pemilihan Umum ;

b. bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem
Keamanan Informasi;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin Dan
Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum
(SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2025 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Keamanan
Informasi;

2. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 4432/TIK.02-
SD/14/2023 tentang Penunjukan Admin dan Operator
Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM
(SIKUM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN 2025

Menunjuk dan Menetapkan Admin dan Operator Sistem
Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Petugas Admin Sistem Informasi Permasalahan Hukum
(SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2025 bertugas :

1. Mengelola Data pengguna aplikasi SIKUM di Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

2. Mengelola Data perkara pada Wilayah Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Musi Rawas;

3. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan
hukum pada wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Rawas; dan

4. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa
hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas;

Petugas Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum

(SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2025 bertugas:

a. Mengelola data perkara pada wilayah Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Musi Rawas;

b. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan
hukum pada wilayah pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Musi Rawas; dan
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c. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa
hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada Tanggal 25 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd

ANIA TRISNA AD

Untuk Petikan yang sah
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

agian Teknis Penyelenggaraan
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN 2025

DAN PENETAPAN ADMIN

PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN
HUKUM (SIKUM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2025
No NAMA / NIP JABATAN JABATAN EMAIL
DALAM SK
1 ERLINA Kasubbag. ADMIN divhukumkpumura@gmail.com
NIP. Teknis

198401122009102001 | Penyelenggara

dan Hukum

TRI ASMAWATI
NIP.
200010192025062010

Pelaksana

OPERATOR

hukumkpumura@gmail.com

Untuk Petikan yang sah

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

agian Teknis Penyelenggaraan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd

ANIA TRISNA AD




